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WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 1¢2 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

a. bahwa guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang

bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani
masyarakat secara cepat, tepat, professional serta bersih
dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sebagaimana
ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka diperlukan suatu
pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan
reformasi birokrasi;

bahwa Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun
2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020 sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan sehingga perlu untuk diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Banjarmasin tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan
Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021-2026

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi

dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan
terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret
realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang
ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
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Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan
berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam kurun waktu
5 (lima) tahun mendatang;

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yang
selanjutnya disebut Zona WBK yaitu penentuan satu unit
tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara
menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.

Rencana Aksi adalah rencana kegiatan reformasi birokrasi
yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran
tertentu.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam kurun waktu tertentu
yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan
dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan
sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan
tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah
ditetapkan.

Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta
mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk diambil
tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (inpuf), keluaran (outpuf), dan hasil (outcome)
terhadap rencana dan standar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman rencana
kerja bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi
Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan
arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan reformasi
birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah
agar terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan
karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik,




netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai
dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Kota Banjarmasin menyusun Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin selama
tahun 2021-2026.

(2) Sistematika Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas :

Babl Pendahuluan

BabIl Evaluasi Capaian Dan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

Bab III Analisis Lingkungan Strategis

Bab IV Sasaran Dan Strategis Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi 2021-2026

BabV Manajemen Pelaksanaan

Bab VIl Penutup

(3) Uraian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dilaksanakan
oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin
yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setiap tahun yang antara lain menggunakan
hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi
Nasional.

BABV
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan
Wali Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun
2016-2020, dicabut dan dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Desember Gzl

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 26 ULesember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

&

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 1¢¢



